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ABSTRAK 

 

Sebagai salah satu badan pemerintah PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai yang bergerak di bidang jasa kelistrikan. PT. 

PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai wajib 

melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa. PT. PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai merupakan satu satunya perusahaan 

Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa ketenagalistrikan. PT. 

PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai sendiri telah 

terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan dan Memiliki Kewajiban Menyetorkan 

potongan pajak setiap periodenya. Salah satunya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) 

pasal 23 atas pekerjaan jasa yang dilakukan oleh perusahaan atau pihak lain tersebut 

dimana pemotongannya tersebut berdasarkan nilai pada Surat Perjanjian Kerja 

(SPK) dengan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) 

Binjai. Kendala pun sering timbul pada saat proses pelaporan Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 23. Dari pembahasan di atas penulis tertarik mengkaji lebih dalam 

tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada perusahaan tersebut dalam laporan 

Tugas Akhir  ini dengan mengangkat judul “MEKANISME PELAPORAN PAJAK 

PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS JASA OLEH PT. PLN (PERSERO) 

UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) BINJAI”. 

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 23, Surat PerjanjianKerja, Pelaporan.
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ABSTRACK 

 

As one of the government agencies of PT. PLN (Persero) UP3 Binjai which is 

engaged in electricity services PT. PLN (Persero) Customer Service Implementing 

Unit (UP3) Binjai is obliged to report Article 23 Income Tax (PPh) for services. 

PT. PLN (Persero) UP3 Binjai is the only state-owned enterprise that is engaged 

in electricity services. PT. PLN (Persero) UP3 Binjai itself has been registered as 

a corporate taxpayer and has the obligation to deposit tax deductions every period. 

One of them is the Income Tax (PPh) article 23 for service work carried out by the 

company where the deduction is based on the value of the Work Agreement (SPK) 

with PT. PLN (Persero) Binjai Customer Service Unit (UP3). Constraints often 

arise during the process of cutting and reporting Income Tax (PPh) Article 23. 

From the discussion above the author is interested in studying more about Article 

23 Income Tax (PPh) in the company in this Final Project report with the title "TAX 

REPORTING MECHANISM INCOME (Income Tax) ARTICLE 23 FOR SERVICES 

BY PT. PLN (PERSERO) BINJAI CUSTOMER SERVICE IMPLEMENTATION 

UNIT ". 

Keywords: Article 23 Income Tax, Work Agreement, Reporting. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar dan 

sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa indonesia terutama pada 

pelaksanaan pembangunan nasional. Dikatakan sebagai salah satu sumber 

penerimaan negara paling besar, maka penting untuk meningkatkan kesejahteraan 

dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia adalah dengan adanya partisipasi rakyat 

Indonesia dalam membayar pajak.  

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pelayananan 

Pelanggan (UP3) Binjai yang selanjutnya disebut PT. PLN sebagai Badan Usaha 

Milik Negara yang berbentuk perusahaan perseroan (Persero) yang menyediakan 

tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan tetap memperhatikan tujuan 

perusahaan yaitu menghasilkan keuntungan sesuai dengan Undang-Undang 

No.19/2000. PT.PLN (Persero) pun banyak melakukan kerjasama dengan pihak 

lain untuk kepentingan perusahaan, terutama untuk mendapatkan jasa dari pihak 

lain. Salah satu jasa yang paling banyak dimanfaatkan yaitu penggunaan Jasa 

Teknik. Sebagai salah satu badan pemerintah PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai yang bergerak di bidang jasa kelistrikan. PT. 

PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai wajib 

melaporkan  Pajak  Penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa penggunaan pihak lain. 

PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai merupakan 

satu satunya perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang 

1 
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jasa ketenagalistrikan. PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan 

(UP3) Binjai sendiri telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan dan Memiliki 

Kewajiban Melaporkan pajak setiap periodenya. Salah satunya yaitu Pajak 

Penghasilan (PPh) pasal 23 atas pekerjaan jasa yang dilakukan oleh perusahaan atau 

pihak lain tersebut dimana pemotongannya tersebut berdasarkan nilai pada Surat 

Perjanjian Kerja (SPK) dengan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

Pelanggan (UP3) Binjai. Kendala pun sering timbul pada saat proses pelaporan 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.  

Adapun salah satu syarat dokumen yang dilakukan terhadap vendor yang 

dilakukan oleh PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) yaitu 

vendor harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam hal ini PT.PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bukit Barisan memiliki 

kewajiban sebagai Wajib Pajak Badan untuk melakukan  pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 23 yang sehubungan dengan jasa pihak lain. Pelaksanaan 

pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan hal yang penting demi terjaganya 

hubungan kerjasama antara PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

Pelanggan (UP3) Bukit Barisan dengan pihak lain atau rekanan. 

Dari pembahasan di atas penulis sangat tertarik mengkaji lebih dalam 

tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada perusahaan Listrik Negara  tersebut 

dalam laporan Tugas Akhir  ini dengan mengangkat judul  “Mekanisme Pelaporan 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa terhadap wajib pajak Badan pada 

PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai”. 
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis 

mengindentifikasi beberapa pokok permasalahan yaitu:  

a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaporan perpajakan 

perusahaan. 

b) Kesalahan dalam penginputan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23  di 

Aplikasi E-SPT sehingga terjadi pembetulan dalam pelaporan pajak. 

2. Batasan Masalah 

Apabila kita mengkaji lebih dalam maka kita dapat melihat luasnya 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini, jadi pembatasan masalah 

sangat diperlukan agar penelitian ini dapat menyajikan hasil yang akurat. 

Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada 1 variabel yaitu: Mekanisme 

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa terhadap wajib 

pajak Badan. 

C.   Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah yang ada pada kantor PT. PLN (Persero) UP3 Binjai 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

atas Jasa terhadap Wajib Pajak Badan pada PT. PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai? 
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b. Bagaimana pengimputan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa ke 

dalam Aplikasi E-SPT pada PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan 

Pelanggan (UP3) Binjai? 

 

  D.   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 1.  Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah: 

a. Untuk Mengetahui Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 23 terhadap Wajib Pajak Badan PT. PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pengimputan Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 23 atas jasa ke dalam Aplikasi E-SPT Pada PT. PLN (Persero) 

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai. 

2.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah: 

a. Manfaat Bagi Mahasiswa 

1) Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada Diploma-

III Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi. 

2) Sebagai sarana bagi mahasiswa dalam ilmu secara langsung pada 

bidang yang ditekuni sehingga dapat membandingkan antara teori yang 

telah diperoleh dibangku perkuliahan dengan praktik dilapangan. 

3) Guna menciptakan dan mengembangkan rasa tanggung jawab, 

profesionalitas serta kedisiplinan yang nantinya hal-hal tersebut sangat 

dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja. 
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3) Guna menciptakan dan mengembangkan rasa tanggung jawab, 

profesionalitas serta kedisiplinan yang nantinya hal-hal tersebut 

sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja. 

4) Memahami sistem kerja Pada Kantor PT. PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai. 

5) Penulis dapat mengetahui sampai sejauh mana aplikasi ilmuperpajakan 

dan akuntansi sehingga penulis dapat mempersiapkan diri dalam 

menghadapi dunia perekonomian yang semakin berkembang. 

b.  Manfaat Bagi Universitas Pembangunan Panca Budi 

1) Menciptakan hubungan kerja sama Universitas Pembangunan Panca    

Budi khususnya Program Studi D-III Perpajakan dengan instansi 

tersebut. 

2) Membuka interaksi antara Program studi D-III Perpajakan dengan 

Kantor PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) 

Binjai dalam memberikan uji nyata mengenai ilmu pengetahuan yang 

diterima mahasiswa melalui penulisan tugas akhir. 

3) Untuk mendorong Mahasiswa untuk selalu update dengan peraturan-

peraturan perpajakan. 

4) Guna memberikan penawaran umpan balik bagi kurikulum dengan 

bertambahnya wawasan pengetahuan. 
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c.    Manfaat bagi Kantor PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

Pelanggan (UP3) Binjai 

1) Mempererat hubungan kerjasama Program Studi D-III Perpajakan 

Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi dengan 

Instansi Pemerintah khususnya Kantor PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan (UP3) Binjai. 

2) Dengan adanya Penelitian Mahasiswa ditempat Instansi tersebut, 

diharapkan mahasiswa menuangkan ide-ide yang dimiki baik bersifat 

saran maupun kritikan yang membangun untuk meningkatkan kinerja 

instansi tersebut. 

3) Mempromosikan cara pandang (image) yang baik tentang kantor PT. PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) kepada masyarakat 

khususnya mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Landasan Teori 

 Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, penulis akan memberikan 

beberapa pengertian yang berhubungan dengan judul penelitian yang diajukan, 

karena tanpa pengertian yang jelas akan menyebabkan informasi yang disajikan 

tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

1. Pengertian Pajak 

 Menurut Djajaningrat dalam Resmi (2012:2), “Pajak adalah sebagai 

salah satu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang 

disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan 

kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang 

ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal 

balik dari Negara secara langsung untuk memeliha kesejahteraan secara 

umum”. Sementara, menurut Andriani dalam Waluyo (2013:2), “Pajak 

adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang 

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas 

negara yang menyelenggarakan pemerintah”. 

 

Berdasarkan pengertian tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa 

pendapatan yang bersumber dari pajak dapat dipergunakan untuk 

pembangunan dan semua pengeluaran negara. Tanpa adanya sumber 

pendapatan dari pajak, dapat menghambat menghambat perkembangan dari 

suatu negara karena dana atau pendapatan yang bersumber dari pajak yang 

diperoleh dari rakyat akan diolah dan dipergunakan untuk pembangunan dan 

pengeluaran umum yang nantinya akan dirasakan dan untuk kesejahteraan 

rakyat. 
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2. Pengertian Pajak Penghasilan 

 

 Menurut Resmi (2012:13), “Pajak Penghasilan adalah pajak yang 

dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau 

diperolehnya dalam satu tahun pajak”. Dasar hukum pengenaan pajak 

penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7  Tahun  1983  tentang  

pajak  penghasilan  sebagaimana  telah  diubah  terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut Undang-

Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). 

 

3. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

Menurut Resmi (2012:74), “Pajak Penghasilan pasal 23 adalah 

pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak Dalam Negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha 

tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan 

kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21”. 

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 ini dibayarkan atau terhutang oleh 

badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara 

kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri 

lainnya. 

Sedangkan Menurut Waluyo (2010:273), “Pajak Penghasilan pasal 

23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak dalam negeridan bentuk usaha tetap yang berasal 

dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang 

telah dipotong PPh pasal 21, PPh pasal 23 ini dibayarkan atau terutang 

oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara 

kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri 

lainnya”. 

 



9 
 

4.    Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

    Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 menurut Waluyo 

(2011:57), Pemotong pajak penghasilan pasal 23 (pemberi hasil) adalah 

sebagai berikut: 

a. Badan pemerintah 

b. Subjek pajak dalam negeri 

c. Penyelenggara kegiatan 

d. Bentuk usaha tetap. 

e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 

f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk   

oleh kepala kantor pelayanan pajak sebagai pemotong pajak 

penghasilan (PPh) pasal 23, yaitu: 

1) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah 

(PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang 

melakukan pekerjaan bebas. 

2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggara 

pembukuan atas pembayaran berupa sewa. 

 

5. Objek dan Pengecualian Objek Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 23 

    Penghasilan yang dikenakan dan tidak dikenakan Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 23 berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 

2008 adalah sebagai berikut: 

a. Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah: 

1) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen 
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dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian 

sisa hasil usaha koperasi. 

2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang. 

3) Royalti. 

4) Hadiah, penghargaan, dan sejenisnya selain yang telah dipotong 

pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. 

b. Penghasilan yang tidak dikenakan pemotong Pajak Penghasilan (PPh) 

pasal 23 adalah: 

1) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. 

2) Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa 

guna usaha  dengan hak opsi. 

3) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan 

terbatas  sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha 

milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan 

modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan 

di Indonesia dengan syarat: 

a)  Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. 

b)  Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan 

usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham 

pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari 

jumlah modal yang disetor. 

4) Dividen diterima oleh orang pribadi. 

5) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 

komanditer. 
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6) Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada 

anggotanya. 

7) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau 

jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau 

pembiayaan yang diatur dengan peraturan menteri keuangan. 

8) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, 

persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, termasuk pemegang unit 

penyertaan kontrak investasi kolektif. 

9) Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha 

atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman 

dan/atau pembiayaan. 

10)  SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada  anggotanya. 

6. Tarif Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

  Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2008 menetapkan 

tarif sebagai berikut: 

a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas: 

 

1. Dividen 

2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan 

dengan jaminan pengembalian utang. 

3. Royalti. 

4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah 

dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 21 ayat 

(1) huruf e UU Pajak Penghasilan (PPh). 
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b.   Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas: 

 
1)  Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 

kecuali sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan 

harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana 

dimaksud pasal 4 ayat (2). 

2)  Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah 

dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

21. 

3)  Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh 

penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak 

memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan yaitu menjadi lebih 

tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan b. 

7. Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 23 

  Menurut resmi (2012), Saat terutang, Penyetoran, dan Pelaporan 

Pajak Penghasilan Pasal 23 Sebagai berikut: 

a. Pajak penghasilan (PPh)  pasal 23 terutang pada akhir bulan 

dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya 

penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai 

biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan 

dianutnya. 
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b. Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong 

pajak selambat- lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim 

berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak bank persepsi atau 

kantor Pos Indonesia. 

c. Pemotong Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 diwajibkan 

menyampaikan surat pemberitahuan Masa (SPT Masa) selambat-

lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. 

d. Pemotong Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 harus memberikan tanda 

bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani 

pajak penghasilan yang dipotong. 

e. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 

dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan ditempat terjadinya 

pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek PPh 

pasal 23, hal ini dimaksud untuk mempermudah pengawasan terhadap 

pelaksanaan pemotongan Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 tersebut. 

Transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan Pajak 

penghasilan pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor 

pusat, Pajak penghasilan pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan 

oleh kantor pusat, sedangkan objek Pajak penghasilan pasal 23 yang 

pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya sewa kantor 

cabang, Pajak penghasilan pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan 

oleh kantor cabang yang bersangkutan. 
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8. Surat Edaran Nomor SE-53/PJ/2009 tentang Jumlah Bruto 

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai jumlah bruto 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008, dengan ini disampaikan hal-hal berikut: 

a. Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1983 

tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa imbalan 

sehubungan dengan jasa-jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa 

konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dipotong pajak penghasilan oleh 

pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto 

tidak termasuk pajak pertambahan nilai. 

b. Yang dimaksud dengan jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada butir a 

adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun 

yang dibayarkan, disediakan, untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo 

pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, 

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan 

luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha 

tetap, tidak termasuk: 

1)  Pembayaran gaji , upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

sebagai imbalan sehubungan dengan pekerja yang dibayarkan oleh 

wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan 
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pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. 

2) Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material. 

3) Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk 

selanjutntnya dibayarkan kepada pihak ketiga. 

4) Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian 

pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh 

pihak kedua kepada pihak ketiga. 

c. Jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam butir b tidak berlaku: 

 

1) Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering. 

2) Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa 

sebagaimana dimaksud dalam butir 1, telah dikenal pajak penghasilan 

yang bersifat final. 

d.  Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir b harus dapat dibuktikan 

dengan: 

1) Kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, 

tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan 

pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam butir b angka 1. 

2) Faktur pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud dalam 

butir b angka 2. 

3) Faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis 

sebagaimana dimaksud dalam butir b angka 3. 

4) Faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh 

pihak kedua kepada pihak ketiga sebgaimana dimkasud dalam butir b 

angka 4. 
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5) Untuk memberikan kejelasan, contoh penerapan jumlah bruto dalam 

perhitungan pajak penghasilan pasal 23 adalah sebagaimana terdapat 

dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur 

Jenderal Pajak ini. 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis 

Jasa Lain 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 

tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf 

C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008, yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 141/PMK.03/2015 adalah sebagai berikut: 

a. Pajak penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak 

termasuk pajak pertambahan nilai atas jenis jasa lain yang terdiri dari: 

1) Jasa penilai (appraisal); 

2) Jasa aktuaris; 

3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; 

4) Jasa perancang (design); 

5) Jasa pengeboran (drilling) dibidang penambangan minyak dan gas 

bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap 

(BUT); 

6) Jasa penunjang dibidang penambangan minyak dan gas (migas); 

7) Jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang penambangan selain 

migas; 
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8) Jasa penunjang dibidang penerbangan dan Bandar usaha; 

9) Jasa Penebangan hutan; 

10) Jasa pengolahan limbah; 

11) Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing service); 

12) Jasa perantara dan/atau keagenan; 

13) Jasa dibidang perdagangan surat-surat beharga, kecuali yang  

dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI, dan KPEI; 

14) Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan  oleh 

KSEI ; 

15) Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara; 

16) Jasa mixing film; 

17) Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, 

pemeliharaan, dan perbaikan; 

18) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, 

AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang 

ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau 

sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 

19) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, 

telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau 

bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang 

lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau 

sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 

20) Jasa maklon; 
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21) Jasa penyelidikan dan keamanan; 

22) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; 

23) Jasa pengepakan; 

24) Jasa penyedia tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar 

ruang atau media lain untuk penyampaian informasi; 

25) Jasa pembasmian hama; 

26) Jasa kebersihan atau cleaning service; 

27) Jasa katering atau tata boga. 

b. Dalam hal penerimaan imbalan sehubungan dengan jasa yang tidak 

memiliki nomor pokok wajib pajak, besarnya tarif pemotongan adalah 

lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada tarif biasanya. 

c. Jasa penunjang dibidang penambangan migas adalah jasa dibidang 

minyak dan gas dan panas bumi berupa: 

1) Jasa penyemenan dasar (primary cementing) yaitu penempatan 

bubur semen secara tepat diantara pipa selubung dan lubang sumur; 

2) Jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu 

penempatan bubur semen untuk maksud-maksud: 

a)  Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong; 

 

b)  Penyumbatan kembali zona yang berproduksi air; 

 

c)  Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; 

 

d)  Penutupan sumur. 

 

3) Jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin 

bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan 

ikut terproduksi kedalam rangkaian pipa produksi dan 
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menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa; 

4) Jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk 

memperbesar daya tembus formasi dan menaikan produktivitas 

dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak 

diinginkan; 

5) Jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan 

dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada 

formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil; 

6) Jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa 

yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada 

dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi 

sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar 

sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan kedalam 

cairan buatan dalam sumur; 

7) Jasa uji kandung lapisan (drill steam testing), penyelesaian 

sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan 

berproduksi; 

8) Jasa reparasi pompa reda (reda repair); 

9) Jasa pemasangan instalasi dan perawatan; 

10) Jasa penggantian peralatan/material; 

11) Jasa mud logging, yaitu memasukan lumpur kedalam sumur; 

12) Jasa mud engineering; 

13) Jasa well logging & perforating; 

14) Jasa stimulasi dan secondary decovery; 



20 
 

15) Jasa well testing & wire line service; 

16) Jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan 

drilling; 

17) Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling; 

18) Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling; 

19) Jasa lainnya yang sejenis dibidang pengeboran migas. 

d. Jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang penambangan selain 

migas  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf g adalah 

semua jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang pertambangan 

umum berupa: 

1) Jasa pengeboran; 

2) Jasa penebasan;  

3) Jasa pengupasan; 

4) Jasa penambangan; 

5) Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum; 

6) Jasa pengolahan bahan galian; 

7) Jasa reklamasi tambang; 

8) Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur; 

9) Jasa penggalian; 

10) Jasa pengeboran 

 

 

e. Jasa penunjang dibidang penerbangan dan Bandar udara sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf h adalah berupa: 
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1) Bidang aeronautika, termasuk : 

a) Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan 

jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara; 

b) Jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge); 

c) Jasa pelayanan penerbangan; 

d) Jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian 

dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, 

yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat 

maupun yang datang, selama pesawat udara didarat; 

e) Jasa penunjang lain dibidang aeronautika. 

2) Bidang non-aeronautika, termasuk: 

 

a) Jasa katering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat; 

b) Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika. 

c) Jasa maklon sebagaimana dimaksud adalah pemberian jasa dalam 

rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses 

pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa 

(disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan/atau barang 

setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan 

diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, 

dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. 
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10.  Jenis Jasa Lain yang dikenakan PPh Pasal 23 di PT. PLN (Persero) 

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Binjai   

      Atas jenis-jenis jasa dan tarif yang telah disebutkan di Peraturan 

Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2015 yang berlaku 23 Agustus 2015 pada 

BAB sebelumnya, PT. PLN (Persero) Binjai telah melakukan pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 23 berkaitan dengan jasa lain, antara lain 2% dari jumlah bruto 

atas imbalan jasa lainnya, pada Pasal 1 PMK No. 141/PMK.03/2015 “ Imbalan 

sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 

ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong pajak penghasilan sebesar 2% (dua 

persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.” 2% dari 

jumlah bruto atas imbalan lainnya, yaitu:  

a. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services). 

b. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, 

gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak 

yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan inempunyai izin dan/ atau 

sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.  
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B. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, dapat dilihat 

gambaran dalam penelitian ini sebagai berikut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 

C. Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2010:93) menjelaskan bahwa: “Hipotesis adalah jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah 

penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.”. Berdasarkan uraian 

kerangka konseptual diatas, maka dapat disajikan oleh penulis adalah:  

 

1. Mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa terhadap 

Wajib Pajak Badan pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

Persiapan 

Pembayaran 

 

Pengimputan  daftar 

SPT Pajak ke aplikasi  

E-SPT PPh 23/26 

 

Cetak SPT Masa 

PPh Pasal 23 

 

Pengimputan bukti 

potong ke aplikasi E- 

SPT PPh Pasal 23 

 

Cetak daftar bukti 

pemotongan PPh 

pasal 23 

 

Cetak bukti 

pemotongan PPh 

pasal 23 

 

Expor data pelaporan 

pajak dari aplikasi E- 

SPT PPh Pasal 23 

dalam bentuk CSV 

 

Pelaporan ke KPP 

 

Persiapan 

Pembayaran 

 

Pengimputan  daftar 

SPT Pajak ke aplikasi  

E-SPT PPh 23/26 
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Pelanggan (UP3) Binjai sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia No. 141/PMK.03/2015. 

2. Pengimputan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa ke dalam Aplikasi E-

SPT pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) 

Binjai sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-

01/PJ/2017. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Deskriptif. 

Penelitian deskriptif merupakan suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan 

pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel 

atau lebih menurut Sugiyono (2014:53). 

  Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan tentang 

mekanisme pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa terhadap wajib 

pajak badan pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) 

Binjai. Kriteria umum dari pendekatan dengan metode Deskriptif adalah: 

1. Masalah yang dirumuskan harus patut, ada nilai ilmiah serta tidak terlalu luas 

2. Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan tegas dan tidak terlalu umum 

3. Data yang digunakan harus fakta-fakta yang terpercaya dan bukan merupakan 

opini 

4. Standar yang digunakan untuk membuat perbandingan harus mempunyai 

validitas 

5. Harus ada deskripsi yang terang tentang tempat serta waktu penelitian 

dilakukan 

6. Hasil penelitian harus berisi secara detail yang digunakan baik dalam 

mengumpulkan data maupun dalam menganalisa data serta studi kepustakaan 

yang dilakukan. Deduksi logis harus jelas hubungannya dengan kerangka 

teoritis yang digunakan, jika kerangka teoritis untuk itu telah dikembangkan. 
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B.   Tempat dan Waktu Penelitian 

    Adapun Penelitian ini dilaksanakan di: 

Tempat    :  PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Binjai         

Bagian : Keuangan dan Akuntansi 

Alamat : Jl. Tengku Amir Hamzah No. 37 Binjai 

Telepon : (061) 8821547 

Waktu : Agustus s/d November 2019 

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 

Sumber : Peneliti (2019) 

B. Definisi Operasional Variabel 

  Defenisi Operasional Variabel tersebut adalah: 

1. Pajak Penghasilan Pasal (PPh) Pasal 23 atas Jasa adalah Pajak Penghasilan 

Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas 

modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain selain yang 

telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat 

adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau 

No Aktivitas Bulan/ Tahun 

Agustus 

2019 

September 

2019 

Oktober 

2019 

November 

2019 

1. Pengajuan Judul 

Tugas Akhir 

                

2. Penyusunan Tugas 

Akhir 

                

3. Bimbingan Tugas 

Akhir 

                

4. Perbaikan Tugas 

Akhir 

                

5. Sidang Meja Hijau                 
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pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan 

(pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 

tersebut kepada kantor pajak. 

2. Wajib Pajak Badan adalah yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai 

pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak, termasuk bentuk 

usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak 

dan gas bumi. 

 

C.   Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data 

1. Populasi dan Sampel 

a.  Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010:117), “Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.” Jadi populasi bukan hanya orang, 

tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan 

sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek 

itu. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pelayananan 

Pelanggan (UP3) Binjai sebagai Badan Usaha Milik Negara yang 

berbentuk perusahaan perseroan (Persero) yang menyediakan tenaga 

listrik bagi kepentingan umum wajib melaporkan  Pajak Penghasilan 

(PPh) pasal 23 atas jasa penggunaan pihak lain. 

Menurut pengertian diatas maka populasi yang diambil dari penulis 

untuk ditulis adalah Laporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemungut_pajak&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Bentuk_usaha_tetap
https://id.wikipedia.org/wiki/Bentuk_usaha_tetap


28 
 

Tahun 2018 di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelangga 

(UP3) Binjai. 

b.   Sampel Penelitian 

Sampel  merupakan bagian dari populasi yang ingin di teliti oleh 

peneliti. Menurut Sugiyono (2010:118), “Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Apabila peneliti 

melakukan penelitian terhadap populasi yang besar, sementara peneliti ingin 

meneliti tentang populasi tersebut dan peneliti memeiliki keterbatasan dana, 

tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel, 

sehingga generalisasi kepada populasi yang diteliti. Dikarenakan sampel 

merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan 

sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-

pertimbangan yang ada. Dari pengertian tersebut sampel dari penelitian 

penulis adalah Sampel Jenuh yang artinya Sampel dalam suatu kegiatan 

penelitian adalah mewakili dan dijadikan responden subjek penelitian atau 

yang akan diteliti dan dijadikan responden penelitian. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2014: 62) menyatakan bahwa: “Sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.” Agar 

sampel yang diambil representatif, maka diperlukan teknik pengambilan 

sampel. Penentuan sampel perlu dilakukan dengan cara yang dapat 

dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan data yang benar, sehingga 

kesimpulan yang diambil dapat dipercaya.Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2014: 68), bahwa: 

“Teknik sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua 
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anggota populasi digunakan sebagai sampel.” Hal ini dikarenakan populasi 

yang digunakan pada penelitian ini relatif kecil, kurang dari 30 orang atau 

penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat 

kecil. 

 

2.  Jenis dan Sumber Data 

a.  Jenis Data 

  Jenis data dari penelitian ini ialah Data Deskriptif. Penelitian 

Deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan 

gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi 

dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan 

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit 

yang diteliti antara fenomena yang diuji. Menurut Hidayat (2010), “Penelitian 

deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menemukan 

pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa 

tertentu.” Dalam penelitian ini, peneliti telah memiliki definisi jelas tentang 

subjek penelitian dan akan menggunakan pertanyaan who dalam menggali 

informasi yang dibutuhkan. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah 

menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan 

mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik 

dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu 

hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek 

penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk 

menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian. 

b. Sumber Data 

https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Setting_sosial&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian
https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Akurat&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok
https://id.wikipedia.org/wiki/Mekanisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Proses
https://id.wikipedia.org/wiki/Verbal
https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori
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Sumber data merupakan tempat data dapat diperoleh berdasarkan jenis data 

yang diperlukan dalam upaya memecahkan masalah. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah data kualitatif yang didapatkan, dikumpulkan dan 

diperoleh dari Bagian Keuangan dan Akuntansi PT. PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

a.  Data Primer 

   Menurut Sugiyono (2016:225), “Data Primer merupakan sumber data 

yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.” Data Primer 

didapatkan dengan cara melakukan tanya jawab/Questioner. 

b.    Data Sekunder 

   Sugiyono (2016:225) mengatakan bahwa “Data Sekunder merupakan 

sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.”  

Data yang datang secara tidak langsung dari dokumen dan catatan, buku, dan 

sumber lain yang termasuk dalam penelitian ini. Data Penelitian berupa bukti 

potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, dan Surat Setoran Pajak, Surat Permohonan 

Pembayaran dari pihak lain  diperoleh dari kantor PT. PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai terhadap salah satu pegawai 

perusahaan  bagian Keuangan dan Akuntansi yang mempunyai pengalaman 

dan lebih mengetahui tentang perpajakan perusahaan. 
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F.     Teknik Analisis Data  

Memperoleh data menggunakan metode penelitian ada 4 cara, yaitu: 

1. Metode Wawancara 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231), “Wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.” Dalam hal ini 

penulis memberikan pertanyaan secara langsung dengan pegawai PT. PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai yang berkaitan dan 

bertanggung jawab dalam masalah yang dihadapi. 

2. Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan secara langsung kepada objek yang diteliti. 

Dalam mengamati objek penelitian, peneliti menggunakan teknik penelitian sebagai 

berikut: 

a. Teknik pelaksanaannya, tentang pelaporan dan pembayaran. 

b. Visual, tentang Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas 

penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan jasa pihak lain. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Sejarah Singkat Perusahaan PT. PLN (PERSERO)  

Industri kelistrikan di Indonesia dimulai sejak tahun 1898 pada masa 

pemerintahan Hindia Belanda. Pengelolahan industri listrik pada saat itu dilakukan 

oleh pemerintah Belanda dengan perusahaan listrik swasta. Sejarah perkembangan 

industri listrik di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode seperti pada 

Tabel berikut: 

             Tabel 4.1 Sejarah Perkembangan Industri Kelistrikan Di Indonesia 
   Sumber: PT. PLN (Persero) Tahun 2012 

 

 

No Periode Deskripsi 

1 1893 – 1943 Perusahaan Listrik Hindia Belanda, yaitu s’Lands 

Waterkracht Bedriven (LWB) 

2 1943 – 1945 Perusahaan Listrik Jaman Jepang, yaitu Djawa Denki 

Jogyosha Djakarta Shisha 

3 1945 – 1950 Perusahaan listrik pemerintah Indonesia yang 

dilakukan oleh Jawatan Listrik dan Gas 

4 1951 – 1984 Pengelolaan industri listrik nasional dilakukan oleh 

Perusahaan Listrik Negara. Pemerintah membentuk 

Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara 

(BPU – PLN). Kemudian (BPU – PLN) dipecah 

menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan 

Perusahaan Gas Negara (PGN) 

5 1984 – sekarang Penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Perusahaan 

Umum (Perum) Listrik Negara yang kemudian pada 

tanggal 1 Agustus 1994 berganti nama menjadi PT. 

PLN (Persero) 
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2.  Visi Misi dan Motto PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

Pelanggan (UP3) Binjai 

a. Visi  PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai 

Adalah diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, 

unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. 

b.     Misi PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai 

1) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi 

pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 

2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat. 

3) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 

4) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 

c.    Motto PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai 

“Electricity for a Better Life (Listrik untuk kehidupan yang lebih baik).” 
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3. Pedoman Perilaku PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) 

Binjai 

Pedoman Perilaku PLN meliputi: 

a. Saling Percaya (Mutual Trust) 

1. Saling menghargai. 

2. Beritikad baik. 

3. Transparan. 

b.    Integritas (Integrity) 

1. Jujur dan menjaga komitmen. 

2. Taat aturan dan bertanggung jawab. 

3. Keteladanan. 

c.    Peduli (Care) 

1. Proaktif dan saling membantu. 

2. Memberi yang terbaik. 

3. Menjaga citra perusahaan. 

d.    Pembelajaran (Continous Learning) 

1. Belajar berkelanjutan dan beradaptasi. 

2. Berbagi pengetahuan dan pengalaman. 

3. Berinovasi. 
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4.  Makna dan Lambang PT. PLN (Persero)  

 

Gambar 4.1 Lambang PT. PLN (Persero) 

a. Bidang persegi panjang vertikal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Lambang Bidang persegi panjang vertikal (kuning) 
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Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lainnya, melambangkan 

bahwa PT. PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir 

dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti 

yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi 

kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala 

yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini. 

b. Petir atau kilat 

 

Gambar 4.3 Lambang petir atau kilat (merah) 

 

Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk 

jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan kerja 

cepat dan tepat para insan PT. PLN (Persero) dalam memberikan solusi terbaik bagi 

para pelanggannya. Warnanya yang merah melambangkan kedewasaan PLN 

sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju 

perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta keberanian dalam menghadapi 

tantangan perkembangan jaman. 
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c. Gelombang 

 

Gambar 4.4 Lambang Gelombang (biru) 

    Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang 

usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran dan 

distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT. PLN (Persero) 

guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk 

menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang 

tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu biru juga 

melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam 

memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya. 
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1. Struktur Organisasi PT. PLN (PERSERO) UP3 BINJAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UP3 Binjai 
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6.  Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai 

 Setiap bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing yaitu 

sebagai berikut: 

a. Manajer Unit Pelayanan Pelanggan Binjai 

 Tugas Pokok adalah Bertanggung Jawab atas pelaksanaan pengelolaan 

usaha ketenagalistrikan secara efisien dan efektif yang meliputi: 

1) Pemasaran dan niaga. 

2) Perencanaan, pendistribusian energi listrik. 

3) Keuangan, SDM & Administrasi. 

4) Membina hubungan kerja kemitraan & komuniskasi yang efektif guna menjaga 

citra perusahaan serta mewujudkan Good Coorporate Governance. 

5) Serta melakukan pembinaan terhadap unit asuhannya. 

6) Mengelola hubungan dengan mitra kerja, lembaga pemerintahan, swasta, tokoh 

masyarakat serta mass media. 

7) Melakukan pertemuan dengan pelanggan pelanggan daya besar. 

8) Mengawasi jalannya perencanaan. 

9) Menjaga citra baik perusahaan. 

10) Bersikap bijaksana dalam pengambilan keputusan. 

11) Bersikap leader bukan bos. 

12) Melatih seluruh mental bawahannya. 
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b. Manajer Bagian Perencanaan 

Tugas Pokoknya adalah Bertanggung jawab atas: 

1) Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Umum Pengembangan Tenaga 

Listrik (RUPTL). 

2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). 

3) Perencanaan pengembangan jaringan distribusi dan Gardu Induk (GI). 

4) Penyusunan rencana pengembangan sistem aplikasi teknologi Informasi dan 

pengendalian aplikasi-aplikasi teknologi informasi, data base serta 

penyiapan Standard of Procedure (SOP) pengelolaan aplikasi sistem 

informasi. 

5) Membuat, menetapkan dan mengelola kegiatan Efficiency Drive Program 

(EDF). 

6) Merencanakan dan memelihara infastruktur pengolahan Data Indukn 

Jaringan.        

      

c. Manajer Bagian Jaringan 

Tugas Pokoknya adalah Bertanggung jawab atas : 

1) Membagi tugas dan memberi arahan kepada bawahan dalam rangka 

pelaksanaan tugas. 

2) Mengusulkan rencana pengembangan sistem operasi distribusi untuk 

mengoptimalkan beban dan jaringan efisiensi distribusi. 

3) Melakukan pengendalian atas tercapainya efisiensi operasi dan 

pemeliharaan asset jaringan distribusi respon time, recovery time dan 

jumlah gangguan. 

4) Mengatur operasi dan pemeliharaan jaringan dan gardu distributor. 
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5) Mengendalikan pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi. 

d. Manager Bagian Konstruksi 

Tugas Pokoknya adalah Bertanggung jawab atas: 

1) Pelaksanaan pembuatan rencana kerja konstruksi, membuat SOP, 

2) Merencanakan operasi dan pemeliharaan distribusi, 

3) Telekomunikasi, 

4) Penerangan, 

5) Pengendalian sistem meter (AMR), 

6) Pengelolaan data asset jaringan distribusi (TM, TR, Trafo Distribusi, SR & 

APP termasuk PDPJ) serta, 

7) Evaluasi pengelolaan distribusi yang dikelola oleh unit-unit. 

 

e. Manager Bagian Transaksi Energi Listrik 

Tugas Pokoknya adalah Bertanggung jawab atas: 

1) Mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen baca meter, 

2) Mengevaluasi proses billing dan rekapitulasi penjualan, 

3) Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab AP2T (Aplikasi 

Pelayanan  Pelanggan Terpusat) terkait dengan proses billing, 

4) Menyusun usulan biaya operasi dan investasi serta data pendukung RKAP 

terkait dengan Transaksi Energi Listrik, 

5) Memonitoring dan mengendalikan realisasi penggunaan anggaran 

SKKI/SKKO yang terbit terkait dengan pekerjaan Transaksi Energi Listrik. 

6) Menyusun rencana program pemeliharaan meter transaksi. 

7) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pekerjaan pemeliharaan meter. 

8) Merencanakan dan mengevaluasi pekerjaan pemeliharaan Alat Pengukur 
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Pembatas (APP) dan hasil penerapan metrologi secara berkala. 

9) Memonitoring dan mengevaluasi manajemen Alat Pengukur Pembatas. 

 

f. Manager Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan 

 Tugas Pokoknya adalah Bertanggung jawab atas: 

1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan strategi pemasaran, 

2) Peningkatan pelayanan pelanggan, tata usaha langganan serta pembinaan 

terhadap UPJ sesuai fungsi pekerjaannya, 

3) Menyusun rencana kerja dan anggaran strategi pemasaran, peningkatan 

pelayanan, dan tata usaha langganan, 

4) Melakukan riset dan segmentasi pasar, 

5) Melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja pemasaran, pelayanan pelanggan 

serta tata usaha langganan, 

6) Membuat Surat Ijin Penyambungan (SIP), mengelola dan mengevaluasi 

Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) pelanggan besar agar 

tercapai tertib administrasi, 

7) Mengkoordinir pemasaran kreatif, promosi produk / penjualan dan 

sosialisasi produk, perubahan harga jual listrik, 

8) Mengusulkan kuota Pasang Baru dan target penjualan untuk Unit Induk 

Pelayanan, 

9) Memonitor dan mengevaluasi proses pelaksanaan penyambungan baru, 

perubahan daya (PB/PD) dan penyambungan sementara, 

10) Mengelola dan memutakhirkan Data Induk Pelanggan (DIL), 
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11) Mengelola dan memonitor Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) sesuai dengan 

standar pelayanan yang berkaitan dengan kecepatan penyambungan baru 

dan perubahan daya serta pembacaan meter. 

 

g. Manager Bagian Keuangan, SDM dan Administrasi 

Tugas Pokoknya adalah Bertanggung jawab atas : 

1) Merencanakan jenjang karir dan siklus untuk SDM tingkat pelaksanaan di 

proyek induk, 

2) Melaksanakan manajemen berbasis kompetensi dalam hal penetapan 

posisi SDM, penilaian unjuk kerja pegawai serta pendidikan dan latihan. 

3) Melaksanakan tata usaha kepegawaian dalam hal reminsasi, mutasi data 

pegawai. 

4) Melaksanakan pekerjaan kesekretariatan pengolahan keluar masuk surat 

serta menjamin kerahasiaannya. 

5) Mengelola sistem informasi dan memelihara peralatan perangkat 

kerasnya. 

6) Melaksanakan penyedian dan memelihara peralatan kantor. 

7) Melaksanakan pengendalian aliran kas penerimaan dan pengeluaran serta 

membuat laporan rekonsiliasi keuangan. 

8) Melakukan pengolahan keuangannya berdasarkan kegiatan proyek induk. 

9) Melaksanakan kegiatan akuntansi biaya PDP dan aktiva tetap. 

10) Menetapkan laporan manajemen di bidangnya. 

11) Memonitor Laporan Keuangan. 

12) Membuat kas kecil (petty cash) setiap bulan. 
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h. Pejabat Pelaksana Pengadaan 

Tugas Pokoknya adalah Bertanggung jawab atas: 

1) Melakukan analisis, menyusun jadwal dan membuat Harga Perkiraan 

Sendiri (HPS) terhadap lingkup pengadaan barang/jasa yang akan 

dilakukan. 

2) Memberikan penjelasan dokumen pengadaan, dan melakukan evaluasi, 

klarifikasi, serta negoisasi terhadap dokumen penawaran barang/jasa. 

3) Melakukan conyract discussion agreement (CDA) bila diperlukan dan 

menyiapkan draft perjanjian/kontrak. 

4) Melaporkan dan mengusulkan hasil proses pengadaan barang/jasa kepada 

atasan langsung selanjutnya untuk disampaikan kepada value for money 

committee untuk pengadaan barang/jasa yang memerlukan rekomendasi 

value for money committee. 

5) Mengumumkan pemenang (penyedia barang/jasa) 

6) Menyiapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) 

7) Memastikan calon penyedia barang/jasa tidak termasuk dalam daftar hitam 

PLN dan melakukan pengumuman/undangan kepada calon penyedia 

barang/jasa. 

8) Memonitoring, menganalisa dan mendokumentasikan proses pengadaan. 
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7. Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa lain di PT. PLN (Persero) 

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Binjai 

    Kantor PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Binjai 

terletak di jalan Tengku Amir Hamzah No. 37, Pahlawan Kecamatan Binjai 

Utara, Kota Binjai, sehingga termasuk dalam wilayah Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Binjai. PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) 

Binjai menyampaikan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23, paling lambat 

tanggal 20 bulan berikutnya. 

  Adapun dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pelaporan yang 

dibutuhkan yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan (PPH) 

pasal 23, didalam surat pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan pasal 23 

terdiri dari beberapa bagian antara lain: 

a. Indentitas Pemotong (wajib pajak) 

b. Objek pajak (PPH pasal 23 yang telah dipotong) 

c. Lampiran yang berisi antara lain (surat setoran pajak, daftar bukti 

pemotongan, bukti pemotongan,surat kuasa) 

d.  Fotocopy surat keterangan berdomisili 

e.  Pernyataan dan tanda tangan (pemotong pajak / pimpinan) 

        Bagian Keuangan dan Akuntansi di kantor PT. PLN (Persero) UP3 

Bukit Barisan dengan disiplin dan bertanggung jawab pada saat penyetoran 

maupun pelaporan sebelum batas waktu penyetoran yang tertera pada aturan 

perpajakan di dalam undang undang sehingga wajib pajak di perusahaan semua 

taat pajak dan juga terhindar dari sanksi hukuman maupun denda. 
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   Adapun mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23/26 di PT. 

PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai adalah 

sebagai berikut : 

1.     Bagian Keuangan Unit Pelaksana Pelayan Pelanggan (UP3) Binjai : 

a. Pengimputan daftar SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 ke 

aplikasi E-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Data dapat dilihat 

dalam Bukti Penerimaan Negara (BPN). 

b. Cetak SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. 

c. Pengimputan bukti potong ke aplikasi E SPT Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 23/26. 

d. Cetak daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. 

e. Cetak bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. 

f. Expor data pelaporan pajak dari aplikasi E-SPT Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 23 dalam bentuk CSV. 

2.   Melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Binjai dan 

memperoleh bukti penerima surat. 

 Berdasarkan mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan 

Binjai, dapat dilihat bahwa PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan 

Binjai melaksanakan kewajibannya sebagai pemotong Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 23 dengan baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan perpajakan yang 

berlaku. 
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8. Pengimputan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa ke dalam 

Aplikasi E-SPT pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

Pelanggan (UP3) Binjai 

 Berikut adalah langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengisi SPT PPh 

Pasal 23:  

a. Buka laman E-SPT kemudian pilih database yang akan dibuka, Login database 

dengan menggunakan Username : Administrator dengan Password : 123. 

b. Dalam tampilan layar ada 5 pilihan Menu yaitu:  

 Program untuk membuat SPT dan membuka SPT yang telah dibuat. 

SPT PPh untuk mengisi daftar bukti potong dan daftar setoran pajak yang telah 

dibayarkan.  PT Tools untuk menghapus SPT, Menu cetakan SPT dan 

melaporkan SPT berupa file CSV  serta Utility untuk mengisi data wajib pajak, 

referensi, tarif, impor data dan ekspor data dan ubah pasword. Setelah kita 

mengenal menu dalam tampilan kemudian kita akan mencoba membuat SPT 

Masa Pajak maret 2018 pilih Masa Pajak, tahun pajak dan pilih Buat pada 

tampilan menu. 

c. Pilih SPT PPh lalu  Bukti potong PPh Pasal 23, nomor bukti akan digenerate 

secara otomatis kita tinggal memilih jenis transaksi dari pemotongan pajak. 

d. Setelah semua transaksi pemotongan PPh Pasal 23 terinput akan tampil di 

daftar pemotongan pajak penghasilan Pasal 23. 

e. Kemudian isikan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan negara) dari bukti bank 

yang telah disetorkan. 

f. Kemudian Pilih SPT PPh dan pilih Surat Pemberitahuan ( SPT ) Masa PPh 

Pasal 23, pilih cetak untuk diprint out. 
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g. Pilih Menu SPT Tools, klik Pembuatan file lapor data SPT (*CSV), pilih masa 

pajak, tahun pajak klik tampilkan data, lalu lokasi file yang akan menyimpan 

file CSV setelah selesai klik Create File. 

 

B. Pembahasan 

 Dalam Pembahasan ini, Penulis telah memperoleh berbagai macam data 

dan informasi yang dapat dilaporkan dalam Laporan Tugas Akhir dan diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa terhadap 

Wajib Pajak Badan pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

Pelanggan (UP3) Binjai di Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa 

Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983  Tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terkhir dengan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008. 

2. Pengimputan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa ke dalam Aplikasi 

E-SPT pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) 

Binjai  di Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 

PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai 

mekanisme pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa terhadap wajib 

pajak badan pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) 

Binjai: 

1. Mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa terhadap 

Wajib Pajak Badan pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

Pelanggan (UP3) Bukit Barisan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia No. 141/PMK.03/2015. 

2. Pengimputan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa ke dalam Aplikasi E-

SPT pada PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai 

sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-01/PJ/2017. 
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B. Saran 

Dari kesimpulan di atas, pelaksanaan Administrasi Perpajakan yang 

dilakukan di Kantor PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) 

Binjai sudah berjalan dengan baik, namun dalam Laporan Tugas Akhir ini penulis 

memberikan saran-saran yang bersifat membangun yang diharapkan dapat berguna. 

Antara lain sebagai berikut: 

1. PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai harus 

mampu mempertahankan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) 

dan Prosedur perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 

23 yang sudah ada, supaya kedepannya bisa lebih baik lagi dan tetap mengikuti 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pegawai PT. PLN PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3)  

Binjai khususnya bagian keuangan sebaiknya banyak mengikuti diklat, seminar 

atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan perkembangan perpajakan di 

Indonesia. Dengan mengikuti kegiatan tersebut diharapkan pegawai dapat lebih 

mengetahui perkembangan Undang Undang Perpajakan. 

3. PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Binjai 

hendaknya memberikan lebih banyak kesempatan kepada mahasiswa yang 

melakukan penelitian untuk mengerjakan tugas yang dianggap mampu untuk 

dilakukan oleh mahasiswa. dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan 

dapat membantu kegiatan perusahaan dan tidak bersifat pasif. Sehingga 

mahasiswa tersebut mempunyai gambaran dari pekerjaan yang digelutinya 

untuk kepentingan pembuatan tugas akhir. 
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4. Diharapkan pada vendor-vendor yang melaksanakan kerjasama dengan PT 

PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Binjai agar mengenal 

lebih dalam bahwa kerjsama atas jasa yang digunakan merupakan objek Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 23. 
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